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Abstract 
The purpose of this study which determine the extent of the level of professionalism in the 
District Administrative Bureaucracy Baolan Tolitoli. The theory used to guide the analysis of the 
theory Professionalism is being addressed by siagian which consists of three aspects, namely 
responsiveness, innovation, and creativity. The type of data used are primary data and secondary 
data. Data collection techniques, carried out through observation, interviews, and documentation. 
Mechanical determination of informants in this study using purposive, where researchers 
deliberately chose informants in view of understanding the issues examined. Analysis of the data in 
the model used Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, and conclusion. 
Research results show that professionalism Apparatus In District Baolan Tolitoli not correspond 
with the expectations of society. This is evident from the three aspects of professionalism that is 
used in the object of responsiveness, innovation, and creativity. 
Keywords: Profesioanalisme, Birokrasi Responsifitas, Inovasi, Kreatifitas 
 
Negara Republik Indonesia sebagai negara 
kesatuan, sistem penyelenggaran pemerintahan 
dibingkai dalam kebijakan desentralisasi dan 
otonomi daerah. Diterbitkannya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian 
direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 dan di revisi kembali dengan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, telah membawa 
pergeseran paradigma pemerintahan dari negara 
sebagai pusat kekuasaan  menuju negara lebih 
dekat dengan rakyat. Begitupun dengan tata 
kelola pemerintahan tidak lagi berorientasi pada 
aspek pemerintahan (goverment) akan tetapi 
beralih ke aspek tata pemerintahan 
(governance). Good governance dapat 
didefinisikan penyelenggaraan pemerintahan 
sebagai kepentingan rakyat yang dilaksanakan 
berdasarkan atas asas  keadilan, pemerataan, 
efesiensi, transparansi dan akuntabilitas 
(Sedarmayanti, 2007:2). Disinilah peran 
strategis birokrasi pemerintah dalam 
mewujudkan good governance, yang merupakan 
conditio sine qua non bagi keberhasilan 
pembangunan. 
Birokrasi merupakan instrumen untuk 
bekerjanya suatu administrasi. Dimana birokrasi 
bekerja berdasarkan pembagian kerja, hirarki 
kewenangan, impersonalitas hubungan, 
pengaturan perilaku, dan kemampuan teknis 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 
penyelenggara administrasi pemerintahan.  
Sebagai suatu organisasi modern, 
birokrasi pada dasarnya memiliki lima elemen 
dasar sebagai berikut: satu, the strategic-apex, 
atau pimpinan puncak yang bertanggungjawab 
penuh atas berjalannya roda organisasi: dua, the 
middle-line, pimpinan pelaksana yang bertugas 
menjembatani pimpinan puncak dengan 
bawahan: tiga, the operating-core, bawahan 
yang bertugas melaksanakan pekerjaan pokok 
yang berkaitan dengan pelayanan dan produk 
organisasi: empat, the technostructure, atau 
kelompok ahli seperti analis, yang 
bertanggungjawab bagi efektifnya bentuk-
bentuk tertentu standardisasi dalam organisasi: 
lima, the supportstaff, atau staf pendukung yang 
ada pada unit, membantu menyediakan layanan 
tidak langsung bagi organisasi 
(Mintzberg,1983:11). 
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Profesionalisme birokrasi merupakan 
prasyaratan mutlak untuk mewujudkan good 
governance dalam paya untuk mewujudkan 
good governance memerlukan unsur 
profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam 
memberikan pelayanan publik. Profesionalisme 
disini lebih menekan kepada kemampuan, 
keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah 
dalam memberikan pelayanan publik yang 
Inovatif, Kreatif, dan responsive. 
Profesionalisme merupakan cerminan 
keterampilan dan keahlian aparatur yang dapat 
berjalan efektif apabila didukung dengan 
kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar 
belakang pendidikan dengan beban kerja yang 
menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai 
cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, 
baik dari aspek kemampuan maupun aspek 
tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, 
produktivitas dan kreatifitas. Salah satu 
tantangan terbesar yang dihadapi oleh aparatur 
pemerintah adalah usaha menampilkan 
profesionalitas, etos kerja tinggi, keunggulan 
kompetitif dan kemampuan memegang teguh 
etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya sesuai dengan aspirasi masyarakat 
yang bebas dari nuansa Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (KKN). Agar birokrasi dapat 
memberikan pelayanan yang baik, maka 
diantara sepuluh prinsip good gevernance ada 3 
(tiga) nilai administratif – manajerial mendasar 
yakni : efektifitas, efesiensi dan profesionalisme 
(Widodo, 2005 ; 315).  
Berdasarkan Hasil observasi  dikantor 
Camat Baolan Kabupaten ToliToli, bahwa 
Aparatur secara keseluruhan di Kantor 
Kecamatan Baolan berjumlah 54 orang, dengan 
berlatar pendidikan Strata 1 sebanyak 15 orang 
dan berlatar belakang SMA 78 orang. hal ini 
seharusnya di dukung dengan kualitas 
sumberdaya yang memuaskan dalam melayani 
publik, kenyataan ini mampu menganalisis 
dinamika lingkungan kerja dan lingkungan 
eksternal seperti perubahan kebutuhan 
masyarakat dan kemajuan teknologi. Hal ini 
tentunya dapat menyerap aspirasi masyarakat 
secara menyeluruh dan dapat merespon segala 
kebutuhan masyarakat baik dalam pelayanan 
Prima maupun peningkatan pembangunan, 
kenyataan di lapangan tidak demikian, dalam 
menghadapi tuntutan pelayanan kepada 
masyarakat yang semakin majemuk masih 
menghadapi kendala –kendala. Aparatur di 
kecamatan Baolan dalam menyerap aspirasi 
masyarakat masih tergolong tidak efektif segala 
bentuk kegiatan – kegiatan  musyawarah yang 
di adakan Kantor Kecamatan guna merespon 
Aspirasi masyarakat masih tergolong formalitas 
tanpa ada tidak lanjut setelah kegiatan itu 
berakhir. Selain itu dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat masih terkesan 
pilih kasih, terdapat perbedaan perlakuan dan 
pelayanan antara orang yang di kenal, 
berpenampilan rapi dan pejabat atau pegawai di 
bandingkan dengan orang yang tidak di kenal. 
masyarakat biasa, Etnis-etnis tertentu akan 
dikenakan biaya yang mahal atau lebih tinggi 
dari ketentuan yang berlaku, demikian juga 
apabila ada pelanggan yang dikenal oleh 
petugas atau pejabat/keluarga pejabat akan 
mendapatkan pelayanan lebih dahulu atau 
diberikan pelayanan khusus, tidak adanya 
standar prosedur biaya pelayanan juga 
merupakan hal yang ada di Kantor Kecamatan 
Baolan Kabupaten ToliToli. 
Menurut Siagian (2004;97) Responsifitas 
(responsivity) yaitu kemampuan aparatur dalam 
mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, 
perkembangan baru, tuntutan baru, dan 
pengetahuan baru, birokrasi harus merespon 
secara cepat agar tidak tertinggal dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan 
pendapat tersebut melihat fenomena yang terjadi 
dapat  menujukkan bahwa Aparatur di kantor 
Kecamatan Baolan belum professional dilihat 
dari aspek  responsifitas. Hal tersebut menjadi 
tantangan tersendiri bagi kecamatan baolan 
khususnya dan kabupaten ToliToli untuk 
membangun aparatur birokrasi yang 
professional, yaitu dengan membangun aparatur 
yang inonatif, kreatif, dan responsif guna 
menjalankan fungsinya sebagai salah satu 
instansi penyelenggara pelayan publik. 
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Aparatur Kecamatan Baolan belum berani 
untuk mengemukakan ide-ide baru terkait 
dengan perkembangan organisasi dan 
pemberian layanan bagi masyarakat, dengan 
alasan merepotkan diri sendiri atau takut apabila 
dianggap berlawanan dengan atasan yang dapat 
berpengaruh pada kedudukannya. Selain itu 
tidak adanya hasrat untuk mengembangkan diri 
baik dalam perkembangan arus teknologi yang 
semakin berkembang,maupun mencari ide untuk 
mengefisienkan birokrasi, hal inilah menjadi 
tolak ukur belum adanya inovasi dari aparatur 
birokrasi di kecamatan baolan kabupaten 
ToliToli. Menurut Siagian (2004:97), Inovasi 
(innovation), Perwujudannya berupa hasrat dan 
tekad untuk mencari, menemukan dan 
menggunakan cara baru, metode kerja baru, 
dalam pelaksanaan tugasnya. Hambatan yang 
paling mendasar dari perilaku inovatif adalah 
rasa cepat puas terhadap hasil pekerjaan yang 
telah dicapai. 
Selama ini Aparatur Kecamatan 
Kabupaten ToliToli juga Tidak Profesional 
dilihat dari aspek Kreatifitas, Aparat belum bisa 
melihat hal-hal masalah kompleks yang ada di 
Kantor Kecamatan seperti tidak mampunya 
Aparat dalam menyelesaikan masalah. Adanya  
masyarakat yang harus menunggu dalam proses 
pelayanan karna pejabat yang yang 
menandatangani tidak berada di tempat tanpa 
harus memberikan wewenang kepada pejabat 
yang lain untuk menandatangani. Aparatur 
terlihat kaku untuk mengambil keputusan dan 
menyelesaikan masalah tersebut. Dilain pihak 
para pegawai bekerja berdasarkan aturan 
kebiasaan yang berlaku bukan berdasarkan 
tugas pokok dan fungsinya masing - masing,. 
Apabila menghadapi kasus yang belum pernah 
dijumpai, maka dia akan berkonsultasi terlebih 
dulu atau melimpahkan kepada atasan, 
meskipun terkadang merupakan masalah sepele, 
misalnya kelengkapan berkas administrasi 
pelayanan. birokrat sebagai sumber daya 
manusia dalam organisasi publik dan 
berkarakteristik sebagai pelayan publik haruslah 
inovatif maupun kreatif dalam memberikan 
pelayanan kepada publik, agar mampu 
merespon pembaruan yang sedang berlangsung 
termasuk globalisasi informasi, teknologi, dan 
tekanan politik. 
Dengan melandaskan pemikiran terhadap 
permasalahan yang dihadapi oleh aparatur 
birokrasi  maka sebagai upaya untuk 
memperbaiki berbagai kelemahan dan 
mengantisipasi perubahan lingkungan maka 
diperlukan sebuah pemikiran untuk membangun 
aparatur birokrasi Indonesia yang handal, 
profesional dan menjunjung tinggi nilai 
kejujuran serta etika profesi dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara 
kegiatan pembangunan dan penyelenggara 
pelayanan publik. 
Olehnya itu untuk mengarahkan penulis 
dalam penelitian ini lebih fokus pada 
permasalahan yang muncul berdasarkan realita 
dilapangan tentang profesionalisme aparatur 
Birokrasi sehingga penting kiranya untuk 
mengkaji lebih jauh untuk mendapatkan hasil 
profesionalitas aparatur yang baik khususnya 
dalam pelayanan publik, maka penelitian ini 
berjudul “Profesionalisme Aparatur Birokrasi di 
Kantor Kecamatan Baolan Kabupaten ToliToli”. 
 
Tinjuan tentang Profesionalisme Aparatur 
Menurut  Korten & Alfonso 
(Tjokrowinoto, 2006;178) yang dimaksud 
dengan Profesionalisme adalah “kecocokan 
(fitness) antara kemampuan yang dimiliki oleh 
birokrasi (bureaucratic-competence) dengan 
kebutuhan tugas (task - requirement), 
merencanakan, mengkordinasikan, dan 
melaksanakan fungsinya secara efisien, inovatif, 
lentur, dan mempunyai etos kerja tinggi”.  
Hal senada seperti yang dikemukakan 
oleh Siagian (2014;163) profesionalisme adalah 
“Keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan 
tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, 
waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur 
yang mudah dipahami dan diikuti oleh 
pelanggan”. Pendapat tersebut diperkuat oleh 
Sedarmayanti (2004;157) mengungkapkan 
bahwa, “Profesionalisme adalah suatu sikap 
atau keadaan dalam melaksanakan pekerjaan 
dengan memerlukan keahlian melalui 
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pendidikan dan pelatihan tertentu dan dilakukan 
sebagai suatu pekerjaan yang menjadi sumber 
penghasilan.” Terbentuknya aparatur 
profesional memerlukan keahlian dan 
keterampilan khusus yang dibentuk melalui 
pendidikan dan pelatihan sebagai instrumen 
pemutakhiran. Jadi dengan keahlian dan 
keterampilan khusus yang dimiliki oleh aparatur 
memungkinkan terpenuhinya kecocokan antara 
kemampuan aparatur dengan kebutuhan tugas 
merupakan syarat terbentuknya aparatur yang 
professional. 
Joko Widodo (2007 : 89) memberikan 
penekanan kepada pentingnya kualitas 
pelayanan pegawai oleh organisasi publik yang 
lebih professional efektif, efesien, sederhana, 
transparan terbuka, tepat waktu, responsive dan 
adaptif. 
Menurut Siagian (2004:97) bahwa 
Profesionalisme diukur dari segi kecepatannya 
dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada 
prosedur yang telah disederhanakan. Artinya 
konsep profesionalisme dalam diri aparat diukur 
dari segi; 
1. Kreatifitas (creativity) yaitu kemampuan 
aparatur untuk menghadapi hambatan dalam 
memberikan pelayanan kepada publik 
dengan melakukan inovasi. Hal ini perlu 
diambil untuk mengakhiri penilaian miring 
masyarakat kepada birokrasi publik yang 
dianggap kaku dalam bekerja. Terbentuknya 
aparatur yang kreatif hanya dapat terjadi 
apabila; terdapat iklim yang kondusif yang 
mampu mendorong aparatur pemerintah 
untuk mencari ide baru dan konsep baru serta 
menerapkannya secara inovatif; adanya 
kesediaan pemimpin untuk memberdayakan 
bawahan antara lain melalui partisipasi dalam 
pengambilan keputusan yang menyangkut 
pekerjaan, mutu hasil pekerjaan, karier dan 
penyelesaian permasalahan tugas. 
2. Inovasi (innovation), Perwujudannya berupa 
hasrat dan tekad untuk mencari, menemukan 
dan menggunakan cara baru, metode kerja 
baru, dalam pelaksanaan tugasnya. Hambatan 
yang paling mendasar dari perilaku inovatif 
adalah rasa cepat puas terhadap hasil 
pekerjaan yang telah dicapai. 
3. Responsifitas (responsivity) yaitu 
kemampuan aparatur dalam mengantisipasi 
dan menghadapi aspirasi baru, perkembangan 
baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, 
birokrasi harus merespon secara cepat agar 
tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya. 
Menurut Martin, Jr, (dalam Islamy, 
2008:25-26) karakteristik ciri-ciri sosok yang 
profesional aparatur sesuai dengan good 
governance diantaranya meliputi: 
1. Equality, pelakuan yang sama atas pelayanan 
yang diberikan, hal ini didasarkan atas tipe 
pelaku birokrasi rasional yang secara 
konsisten memberikan pelayanan yang 
berkualitas kepada semua pihak tanpa 
memandang afiliasi politik, status sosial dan 
lain sebagainya. Bagi mereka yang 
memberikan perlakuan yang sama identik 
dengan berlaku jujur. 
2. Equety, perlakukan yang sama dengan 
masyarakat tidak cukup, selain itu juga 
perlakuan yang adil, untuk masyarakat 
pluralistik kadang-kadang diperlukan yang 
adil dan perlakukan yang sama misalnya 
menghapus deskriminasi pekerja, sekolah, 
perumahan dan sebagainya. Selain itu 
kadang-kadang pula diperlukan yang adil tapi 
tidak sama kepada orang tertentu, misalnya 
pemberian kredit tanpa bunga kepada 
pengusaha lemah. 
3. Loyality, kesetian diberikan kepada 
konstitusi, hukum, pimpinan bawahan dan 
rekan kerja, berbagai jenis kesetian tersebut 
terkait satu sama lain dan tidak ada kesetian 
yang mutlak diberikan kepada satu jenis 
kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang 
lainnya. 
4. Accountability, setiap aparatur pemerintah 
harus siap menerima tanggung jawab atas 
apapun yang ia kerjakan dan harus 
menghindari diri dari sindroma “saya sekedar 
melaksanakan tugas atasan”. 
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Dalam pandangan Tjokrowinoto 
(1996:190) birokrasi dapat dikatakan 
profesional atau tidak, diukur melalui 
kompetensi sebagai berikut: 
1. Profesionalisme yang Wirausaha 
(Entrepreneurial-Profesionalism). 
Kemampuan untuk melihat peluang-peluang 
yang ada bagi peningkatan pertumbuhan 
ekonomi nasional, keberanian mengambil 
risiko dalam memanfaatkan peluang, dan 
kemampuan untuk menggeser alokasi sumber 
dari kegiatan yang berproduktifitas rendah ke 
produktifitas tinggi yang terbuka dan 
memberikan peluang bagi terciptanya 
lapangan kerja dan peningkatan pendapatan 
nasional. 
2. Profesionalisme yang Mengacu Kepada Misi 
Organisasi (Missiondriven Profesionalism). 
Kemampuan untuk mengambil keputusan 
dan langkah langkah yang perlu dan 
mengacu kepada misi yang ingin dicapai 
(missiondriven professionalism), dan tidak 
semata mata mengacu kepada peraturan yang 
berlaku (rule-driven professionalism). 
3. Profesionalisme Pemberdayaan (Empowering 
-Profesionalism). Kemampuan ini diperlukan 
untuk aparatur pelaksana atau jajaran bawah 
(grassroots) yang berfungsi untuk 
memberikan pelayanan publik (service 
provider). 
Menurut (Siagian,2014,164) faktor-faktor 
yang menghambat terciptanya aparatur yang 
profesional antara lain lebih disebabkan oleh ; 
profesionalisme aparatur sering terbentur 
dengan tidak adanya iklim yang kondusif dalam 
dunia birokrasi untuk menanggapi aspirasi 
masyarakat dan tidak adanya kesediaaan 
pemimpin untuk memberdayakan bawahan. 
Kurangnya pemberdayaan aparatur membuat 
semakin tidak dapat kreatif menghadapi 
berbagai masalah pelayanan publik akibat tidak 
berperannya pemimpin sebagai pengarah 
(katalisator) bagi bawahan serta regulasi 
organisasi mengenai struktur dan prosedur kerja 
birokrat yang sangat birokratis juga membuat 
aparat menjadi tidak responsif dan  kaku. 
 
Pengertian Birokrasi 
Menurut Robbins (2002), menyatakan 
budaya birokrasi/organisasi merupakan suatu 
sistem dari makna/arti bersama yang dianut oleh 
para anggotanya yang membedakan organisasi 
dari organisasi lainnya; budaya organisasi 
adalah produk dari semua karakteristik 
organisasi, para anggotanya, kesuksesan dan 
kegagalannya. 
Menurut Taliziduhu Ndraha (2003) dalam 
bukunya kybernologi, mengungkapakan tiga 
macam arti birokrasi, birokrasi diartikan sebagai 
“Goverment by bureus“ yaitu pemerintahan 
biro oleh aparat yang di angkat oleh pemegang 
kekuasaan, pemerintah atau pihak atasan dalam 
sebuah organisasi formal baik publik maupun 
privat. Kedua, birokrasi diartikan sebagai sifat 
atau perilaku pemerintahan, yaitu sifat kaku, 
macet, berliku, dan segala tuduhan negatif 
terhadap instansi yang berkuasa. Ketiga, 
birokrasi sebagai tipe ideal organisasi. 
Menurut Rourke Dalam M. Mas’ud Said 
(2007:2) juga menyatakan Birokrasi adalah 
sistem administrasi dan pelaksanaan tugas 
keseharian yang terstruktur dalam sistem 
hierarki yang jelas dilakukan dengan aturan 
tertulis, dilakukan oleh bagian tertentu yang 
terpisah dengan bagian lainnya oleh orang-
orang yang dipilih karena kemampuan dan 
keahlian di bidangnya”. Menurut Pfiffner dan 
Presthus seperti yang dikutip M. Mas’ud Said 
(2007:4) mendefinisikan Birokrasi adalah suatu 
sistem kewenangan, kepegawaian, jabatan, dan 
metode yang dipergunakan pemerintah untuk 
melaksanakan program-programnya”. 
Kemudian secara konsep menurut Blau 
dalam Lijan Poltak Sinambela, 2008:70) 
menyatakan bahwa: “Birokrasi adalah 
organisasi yang ditujukan untuk 
memaksimumkan efisiensi dalam administrasi, 
yang menurutnya memiliki ciri-ciri seperti 
spesialisasi tugas-tugas, hierarki otoritas, badan 
perundang-undangan, sistem pelaporan, dan 
personel dengan keterampilan dan peranan 
khusus”. Dapat dikatakan birokrasi merupakan 
organisasi pemerintahan yang memiliki 
kemampuan besar dalam menggerakkan 
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organisasi karena birokrasi ditata secara formal 
untuk melahirkan tindakan rasional dalam 
sebuah organisasi sedangkan yang memegang 
peranan dalam decision making (Penetapan 
Kebijakan) sehari-hari adalah para birokrat. 
Oleh karena itu, para pejabat birokrasi harus 
mampu berpikir secara kompleks, sistematis, 
rasional di dalam menjalankan berbagai macam 
fungsi dan tugas Negara. Latar belakang 
pendidikan akademis merupakan salah satu 
persyaratan utama untuk pengadaan pegawai 
dan penempatan personil, terutama pada 
jabatan-jabatan yang harus melakukan kalkulasi, 
perkiraan, perencanaan, formulasi kebijakan, 
dan pembuat keputusan. Namun yang tidak 
kalah penting adalah syarat-syarat kepribadian, 
karena para birokrat tersebut harus banyak 
berhubungan dengan para warga dan 
masyarakat, artinya di samping terampil dan 
memiliki skill dalam bidang tugas, tetapi juga 
harus pandai “merakyat” dan melayani 
masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab 
tanpa pamrih atau tanpa perhitungan untung 
rugi pribadi. 
 
Pelayanan Publik 
Pelayanan adalah cara melayani, 
membantu menyiapkan dan mengurus, 
menyelesaikan keperluan kebutuhan seseorang 
atau sekelompok orang artinya objek yang 
dilayani adalah individu, pribadi-pribadi dan 
kelompok organisasi. (Sianipar, 2000). 
Sedangkan publik dapat diartikan sebagai 
masyarakat atau rakyat. Menurut Saiful, (2008 : 
3), Pelayanan publik adalah pelayanan atau 
pemberian terhadap masyarakat pengguna 
fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun non 
jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik 
dalam hal ini adalah suatu pemerintahan. 
Pelayanan publik dengan demikian merupakan 
segala kegiatan dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan dasar setiap warga negara dan 
penduduk atau suatu barang, jasa dan atau 
pelayanan administrasi yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayan yang terkait pelayanan 
publik.  
Sedangkan menurut Lewis dan Gilman 
(2005:22), Pelayanan publik adalah kepercayaan 
publik.  Artinya warga negara berharap 
pelayanan publik dapat melayani dengan 
kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan 
secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan 
kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan 
dapat dipertanggung-jawabkan menghasilkan 
kepercayaan publik. Dibutuhkan etika 
pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan 
publik sebagai dasar untuk mewujudkan 
pemerintah yang baik. 
Menurut Syafiie (2003 : 116) pelayanan 
terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu sebagai 
berikut : 
1. Biaya relatif lebih rendah 
2. Waktu untuk mengerjakan relatif cepat. 
3. Mutu yang diberikan relatif bagus 
 
METODE 
 
Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni 
mendeskripsikan dan menyajikan hasil 
penelitian secara keseluruhan dan lengkap 
sesuai hasil penelitian. Penelitian deskriptif 
merupakam penelitian yang berusaha 
mendeskripsikan dan menginterpretasikan 
sesuatu (Budiman 2011 : 90) bahwa penelitian 
deskriptif adalah penelitian yang dirancang 
untuk memperoleh informasi status suatu gejala 
saat penelitian dilakukan. Sedangkan penelitian 
ini dilakukan di Kantor Kecamatan Baolan 
Kabupaten ToliToli. Adapun waktu yang 
digunakan dan dimanfaatkan secara efektif 
dalam melakukan penelitian ini yaitu 3 (tiga) 
bulan. Adapun jenis data terbagi dua yaitu data 
primer dan data sekunder. Data primer 
merupakan data yang diperoleh dari lapangan 
dengan cara mewawancarai informan di Kantor 
Kecamatan Baolan Kabupaten ToliToli. Melalui 
mereka akan diperoleh data berupa kata-kata 
atau kalimat pernyataan atau memberikan 
jawaban. Sedangkan data sekunder merupakan 
data yang diperoleh dari studi pustaka dan 
sumber-sumber lain yang mendukung dari data 
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primer. Pemilihan informan dilakukan secara 
purposive, yaitu memilih orang-orang yang 
dianggap mengetahui dan mampu memberikan 
informasi yang relevan dengan fokus 
permasalahan yang akan diteliti dengan jumlah 
informan yang dipilih dan dianggap mampu 
memberikan informasi yang relevan terkait 
dengan permasalahan penelitian. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1. Profesionalisme dari aspek kreativitas 
Kreativitas berkaitan erat dengan 
penciptaan sesuatu yang baru. Sesuatu tersebut 
belum pernah ada. Kreativitas birokrat berarti 
bisa mengandalkan otak kanan dan kiri birokrat 
tersebut dalam membuat suatu terobosan agar 
birokrasi lebih baik dan pelayanan menjadi 
lebih baik lagi.lebih lanjut inovasi berkaitan erat 
dengan kreativitas. namun tidak semua 
kreativitas merupakan inovasi. meskipun 
demikian, semua inovasi memerlukan 
kreativitas. Dengan pemenuhan inovasi dan 
kreativitas, maka pembaharuan dapat lebih 
mudah terwujud. Melihat dari apa yang di 
sampaikan responden, menunjukkan bahwa 
aparatur Kecamatan Baolan tidak kreatif dalam 
mendapatkan masalah – masalah yang baru 
mereka dapatkan, pejabat setingkat kepala seksi 
belum mampu untuk mengambil keputusan.hal 
ini menunjukkan bahwa aparatur masih bekerja 
berdasarkan aturan kebiasaan yang berlaku 
bukan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya 
masing – masing yang telah dijabarkan dalam 
uraian tugas masing – masing seksi dan staf 
yang ada di dalamnya. 
 
2. Profesionalisme dari aspek inovasi 
Birokrat sebagai sebagai sumber daya 
manusia dalam organisasi publik haruslah 
berkarakteristik dan inovatif dalam memberikan 
pelayanan kepada publik. Kalangan birokrasi 
haruslah memiliki mindset inovatif dan kreatif  
sebagai sumber daya organisasi publik agar 
mampu merespon pembaruan yang sedang 
berlangsung termasuk globalisasi informasi dan 
teknologi. 
Inovasi tidak hanya bertujuan untuk 
menciptakan suatu model kerja baru tetapi juga 
bertujuan untuk mencapai suatu kepuasan kerja 
bagi individu maupun organisasi dan kepuasan 
pelayanan bagi masyarakat. Sebagaimana yang 
dikatakan oleh Siagian (2014:164) bahwa 
“Inovasi merupakan sebuah hasrat dan tekad 
untuk selalu mencari, menemukan serta 
menggunakan cara kerja baru, metode kerja 
baru, dan teknik baru dalam pelaksanaan 
pekerjaan demi kepuasan kerja organisasi dan 
kepuasan masyarakat. 
Berdasarkan keterangan responden dapat 
di simpulkan, Bahwa motifasi aparat untuk 
memiliki hasrat mengembangkan diri memang 
lemah,ini yang membuat aparatur di kantor 
kecamatan baolan tidak professional di lihat dari 
aspek inovasi. Karena tidak ada kenginginan 
mengembangkan diri. 
 
3. Profesionalisme dari Aspek Responsifitas. 
Tidak dapat di pungkiri bahwa dinamika 
masyarakat dan berkat kemajuan yang dicapai 
oleh suatu Negara bangsa melalui pembangunan 
dalam berbagai segi kehidupan dan 
penghidupan, akan timbul berbagai aspirasi 
baru, harapan baru, kebutuhan baru, dan 
tuntutan baru. Terhadap semua inilah di 
perlukan aparatur yang responsive atau tanggap. 
Tidak tanggap dapat berarti kekecewaan rakyat 
yang pada gilirannya mungkin berakibat pada 
timbulnya krisis kepercayaan kepada 
pemerintah. (siagian 2014:165). 
Responsifitas merupakan Kemampuan 
aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi 
aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan 
baru, dan pengetahuan baru, birokrasi harus 
merespon secara cepat agar tidak tertinggal 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 
Berdasarkan Keterangan Responden dapat 
disimpulkan bahwa Aparatur Kecamatan Baolan 
Kabupaten ToliToli belum Profesional dilihat 
dari aspek responsifitas karena Aparatur belum 
mampu untuk merespon aspirasi masyarakat, 
juga masih terdapat praktek diskriminatif dalam 
melayani masyarakat. 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Setelah melihat dan mengkaji 
profesioanalisme Aparatur birokrasi di Kantor 
Kecamatan Baolan Kabupaten ToliToli dapat 
disimpulkan bahwa Aparatur Kantor Kecamatan 
Baolan Kabupaten ToliToli belum bisa di 
katakan Profesional, di lihat dari, aspek Kreatif, 
aspek Inovasi, dan aspek Responsifitas. 
Berdasarkan Kesimpulan  secara garis besar 
dapat di katakan Kreatifitas, Inovasi, serta daya 
tanggap Aparatur dalam  mewujudkan visi dan 
misi Kantor Kecamatan yaitu dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat maupun dalam 
pelaksanaan tugas – tugas yang lain di nilai 
masi kurang, sehingga tujuan mulia organisasi 
dan pemberian pelayanan prima bagi 
masyarakat belum dapat tercapai, peningkatan 
profesionalitas belum dapat tercapai sesuai yang 
di harapkan. 
 
Rekomendasi 
Peneliti menyarankan kepada pemerintah 
kecamatan Baolan Kabupaten ToliToli untuk 
mengoptimalkan pelayanan publik kepada 
masyarakat, hal ini didasarkan pada simpulan 
yang menunjukkan bahwa menurut perspektif 
masyarakat pelayanan yang diberikan masih 
dalam kategori belum profesional. Optimalisasi 
pelayanan tersebut dapat dilakukan dengan 
memberikan pelayanan yang kreatif, inovatif 
dan responsif sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. 
Memberikan motivasi dan kesempatan 
seluas-luasnya kepada para pegawai untuk 
menambah pengetahuan dan peningkatan 
keterampilan dalam rangka menyikapi 
kemajuan ilmu dan teknologi diharapkan dapat 
meningkatkan kepercayaan diri aparatur dalam 
menumbuhkan semangat berkembang dan 
mengembangkan diri. 
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